Memmbang

Mengingal

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 134 TAHUN 2015
TENTANG

FENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

RAUDLATUL ATHFAL AL-MANSUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MANA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka meningkmkan akses pendidikan madrasah yang
bermuty, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi
berbadan hukum untuk menyclenggarakan madrasah sesuai dengan
standar nasional pendidikan,

. bahwa madmasah yang tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi

persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang tclah ditetapkan,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagammana dimaksud dalam harul a
dan hurul b perfu menctapkan Keputusan Menten Agama lentang
Penctapan lzin Operasional Pendirian Raudlaul Athfal Al-Mansur

Kabupaten Pangandaran,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistemn Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4301):

Undang-Undang Nomor |4 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

" (Lembaran Negars Republik Indonesia Tashun 2005 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasicnal
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
i Temtes diubah dengan Peraturan Pemerintsh Nomer 32 Tahun
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tentang Wajib Belajar

- 2008
. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tﬂ:ﬂhtlmrmzm
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Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran
Negara Hepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941,

Peraturan Pemenintah Nomor |7 Tahun 2010 temtang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendbdikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaman Negara Republk
Indonesia Nomor $150) schagaimana telsh divhah dengan Peraturan
Pemenintah Nomor 66 Tahun 2010 entang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 temtang Pengelolsan  dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3157,

Peraturan Menten Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar
Sarans dan Prasarana Untuk Sckolah Dasas/Madrasah  [htidaiyah,
Seholah Menengah PertamaMadrassh Tsanawiysh, dan Sekolsh
Menengah AlasMadrasah Aliyah,

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Standar  Pelayanan  Minimal  Pendidikan i K.ﬂqllnﬂinﬂ
nhplmuhhﬂuhﬁmjﬁmhhﬂnhﬁhdm
Kebudaysan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan stas Peraturan
hhﬂﬂ?mdﬂlkmwﬂmliTmmInmmm
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/kota,

Hmmhlﬁuﬂla;mlﬂmulTﬁun:nﬂmm
Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidihan Agama lslam dan
Bahasa Arab & Madrmsah,

tentang Penga wmmmmmmlm
MME“WMMWTM 2011 Nomor
6384,

Wmmmmemumm;

lenggaran  Pendidikan Madrasah (Herta Negar Republih
indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
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Nomor- ND/I0/D079/201 5 Tanggal 22 Janusri 2015,

Kepala Kamtor Kementerian Agama Kabupaten
Pangandaran ﬁl:{tn' Kd.10.0772/PP 03/1012015 Tanggal 19 Januan
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Menctapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KREEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN;

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN IZIN
OFERASIONAL  PENDIRIAN  RAUDLATUL  ATHFAL AL-

MANSUR

Baimana lcrcanfum lampiran merupakan bagian Udak
terprsahhan dan Keputusan ini LS
St:ﬁrhjm.huﬂmnrw}nhnhtpnhhmmm
wajib:

a  menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepals Kanior

Kementerian Agama yang memuat paling sedilit perkembangan jumlsh

peseria didik, pelshcanasn kunbulum, peliksanssn pemenuhan standar

sarana prasarana, dan pelskunsan pemenuhan standar pendidik dan

tenaga kependidikan; dan‘atsu
b mengajukan pendaflaran visitasi akrediasi sekolah/'madrasah kepada
BAP-SM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Dalam hal perkembangan madrasah schagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA  huref a dimilan memenuhi standar pelayanan  minimal
penyclenggaraan  pendidikan  dan‘atau  hasil  akreditasi  schagaimana
dimaksud Dikium KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maks
irin operasionsl schagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap
berlaku
[Dalam hal perkembangan madrasah schogaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA burul a dinilsi memenuhi standar pelayanas  mimmal
penyelenggaraan  pendidikan  dan‘atau  haul  akreditasi  schagaimana
dimaksud Diktum KEDUA hurul b tidsk peringhat minimal C,
maks izin operasional schbogaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
dicabut.
Keputusan il mulsi berlaku pada tanggal ditetaphan

Ditctapkan ¢ Bandung
pada tanggal 03 Februari 2015

ANMENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH

.  KEMENTERIAN AGAMA
2 "PROVINSI JAWA BARAT,
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